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ABTRAKSI

Menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesusahan merupakan
salah satu kegiatan mu’amalah yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi
tanpa adanya nilai komersialisasi dan terdapat unsur kemanusiaannya. Sehingga
hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, dalam perkembangannya
kasus penghapusan hutang tidak hanya terjadi antar individu, melainkan telah
melibatkan antar pemerintah suatu negara. Seperti halnya antara pemerintah
Indonesia (debitur) dengan pemerintah Jerman (kreditur).

Kasus penghapusan hutang yang terjadi antara pihak pemerintah
Indonesia (debitur) dengan pihak pemerintah Jerman (kreditur) dalam akadnya
disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh
pihak pemerintah Indonesia syarat tersebut berupa melaksanakan dan membiayai
salah satu proyek dari sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar,
kehutanan/lingkungan dengan anggaran rupiah murni dari Anggran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebesar 50% atau setengah dari hutang yang akan dihapuskan. Penelitian
ini berusaha menjawab permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu: bagaimana pandangan “Hukum Islam Mengenai akad
Penghapusan Hutang yang Disertai Dengan Syarat™.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library
research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisik yaitu bagaimana
pandangan hukum Islam memberikan penilaian terhadap penghapusan hutang
yang disertai dengan syarat tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah normatif
artinya membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-
norma hukum Islam. Tehnik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah secara kualitatif dengan logika berfikir induktif dan deduktif, dengan
menggambarkan data yang telah diperoleh menurut kategorinya sehingga
diperoleh suatu kesimpulan.

Di dalam hukum Islam mengenai akad penghapusan hutang sebagaimana
yang diberikan oleh pemerintah Jerman (kreditur) kepada pemerintah Indonesia
(debitur) adalah diperbolehkan karena yang menjadi obyek penghapusan adalah
hak. Ulama figih membolehkan ibra’ jika berkaitan dengan hak dan bukan materi,
seperti pengguguran hutang. Selain itu ibra’ juga hanya berlaku apabila terkait
dengan hak manusia semata yaitu segala hal yang berhubungan dengan
kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga
kepentingan masyarakat. Mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah
Jerman kepada pemerintah Indonesia, syarat tersebut tidak bertentangan dengan
hukum islam, karena syarat yang diajukan oleh pemerintah Jerman hanya sebagai
penguat (jaminan) terhadap terlaksananya akad penghapusan hutang tersebut.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
<@ Ba' B,b Be

& Ta' T,t Te

. Sa' S, § Es (titik di atas)
(S}

Jim J, ] Je

d

z Ha' H, h Ha (titik di bawah)
. Kha' Kh, kh Ka dan Ha

3 Dal D, d De

] Zal 7,7 Zet (titik di atas)
J Ra R, r Er

3 Zai Z,z Zet

o Sin S, s Es

b Syin Sy, sy Es dan Ye
U Sad S's Es (titik di bawah)
U Dad D,d De (titik di bawah)
N Ta' Tt Te (titik di bawah)
1 Za' Z,7 Zet (titik di bawah)
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¢ ‘ain Koma terbalik (di atas )
¢ Gain G, g Ge
a Fa' F, f Ef

P Qaf Q.q Qi

o Kaf K, k Ka

J Lam L, I El

a Mim M, m Em

) Nun N, n En

K Waw W, w We

s Ha' H, h Ha

. Hamzah = ... apostrof
¢ Ya' Y,y ye

I1. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf musyaddad (di-tasydid ) ditulis rangkap, seperti :

5 dxla ditulis muta’addidah
[T ditulis ‘iddah

I11. Penulisan Ta’ Marbutah di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf h, seperti :
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EULEN ditulis hikmah

L ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke
dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika
yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

di tulis dengna h

RPN EOE ditulis karamah al-auliya’

c. Bila Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

il 3l< ditulis zakah al-fitr

1V. Penulisan Vokal Pendek

——--- fathah ditulis a
------ kasrah ditulis i
dammah ditulis u
V. Penulisan Vokal Panjang
1 | Fathah + alif ditulis a (garis di atas)
Jal ditulis min ar-rijal
2 | Fathah + huruf alif layyinah ditulis . a
(0 9A9 (e ditulis ‘Isa wa Misa
3 | Kasrah + huruf ya” mati ditulis 1 (garis di atas)
Cusaecu 8 ditulis garib mujib
4 | Dammah + huruf wawu mati ditulis i (garis di atas)
p2 9B 5 a e 5 g ditulis | wujizhuhum wa qulizbuhum

V1. Penulisan Vokal Rangkap

1

Fathah + ya’ mati

ditulis ai
ditulis baina aidikum
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2 | Dammah + wawu mati
a9 psd e

ditulis
ditulis

au
min gaum zaujiha

VII1. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata dengan apostrof

g il ditulis a’anzartahum
e ditulis u’iddat
a3 S5 cal ditulis la’in syakartum

VII1I. Penulisan Kata Sandang Alif + Lam

a. Jika bertemu dengan huruf Qamariyah, maka ditulis = al-, seperti :

BYNIPYRN] ditulis al-karim al-kabzr
b. Jika bertemu dengan huruf Syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf tersebut
seperti :
J sl el ditulis an-nisa” ar-rasil

c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

pSall 5l

ditulis

Al-‘aziz al-hakim

d. Berada di tengah kalimat, ditulis den

gan huruf kecil, seperti :

Crtuaal) (g

ditulis

yuhibb al-muhsinin

IX. Pengecualian

a. Huruf ya’ nisbah untuk kata benda muzakkar ditulis dengan huruf i, seperti :

Sl il

ditulis

asy-Syafi‘t al-Malikz
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b. Sementara untuk kata mu’annas, ditulis sama, dengan tambahan yah,

seperti :

e LY i S0

ditulis

al-kauniyyah al-islamiyyah

c. Huruf hamzah di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (“), misalnya :

QL\\}‘J\ ;1-;\;\

ditulis

ihya” al-mawat

d. Huruf Ta’ Marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di
kenal di Indonesia dengan ejaan ha, ditulis dengan huruf h, seperti :

LS g Bala

ditulis

Sa‘adah wa Hikmah

XVi




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ...
HALAMAN ABSTRAK ...,
SURAT PERNYATAAN ..o,
HALAMAN NOTADINAS. ...,
HALAMAN PENGESAHAN. .. ...
HALANZN MEATT O, AN S, . N S s
HALAMAN PERSEMBAHAN. ...
KATAPENGANTAR. ... e
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..........cooiiiis

DAFTARIS Lt TR . - - - - - - - SRR b et

BAB |. PENDAHULUAN. ... e
A. Latar Belakang Masalah...........................
B. Pokok Masalah...........c.ouviiiiiii

C. Tujuan dan Kegunaan................coveevnnnnn.

D. Telaah PUSIAKA. ... oo

E. Kerangka TeoritiK...........cccoooviiiiiiiiiini,
F. Metode Penelitian..............ccoooviiininnn.

G. Sistematika Pembahasan................co.o.it .

Halaman

Vi

vii

viii

Xii

Xvii

15

18

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN HUTANG

DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penghapusan Hutang

Xvii



B. Rukun, Syarat dan Akad Penghapusan Hutang............... 23
C. Rukundan Syaratal-ibra’............ccccooviiiii i, 27

D. Syarat-syarat yang Menyertai Akad................c...ceevn.e. 38

BAB I1l. PENGHAPUSAN HUTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH

INDONESIA OLEH JERMAN

A . Permasalahan Hutang Luar Negeri Indonesia.................. 44
1. Sejarah dan Beban Hutang Luar Negeri Indonesia......... 45
2. Beban Hutang Luar Negeri..........cccovvviviiiiiiiiinninnnns 51
3. Lembaga-Lembaga Multilateral Pemberi Hutang.......... 60
4. Ketergantungan Indonesia Terhadap Hutang Luar Negeri.. 66

D. Mekanisme Penghapusan Hutang...................c.ccoveiennnn. 71

E. Dampak Penghapusan Hutang...................coccoeiiienenn, 82

BAB IV. ANALISA AKAD PENGHAPUSAN HUTANG PEMERINTAH
INDONESIA OLEH PEMERINTAH JERMAN

A. Akad Penghapusan Hutang yang Disertai Dengan Syarat...... 86

BAB V. PENUTUP

AL KeSIMPUIaN. .. ..o 97
B. Saran-Saran. .. .....coooeee i 98
DAFTAR PUSTAKA . .o e e e 99

XViii



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DAFTAR TERIEMAHAN
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA
LAMPIRAN I11 : DAFTAR TABLE
LAMPIRAN IV : CURRICULUM VITAE

XiX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak
dilakukan oleh suatu negara untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan rakyatnya termasuk Indonesia. Namun, upaya pembangunan
ekonomi suatu negara seringkali terkendala oleh ketersediaan sumber-sumber
daya ekonomi, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai
katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan tersebut pemerintah
sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berusaha mendatangkan
sumberdaya modal dari luar negeri. Hal ini dilakukan karena masih terbatasnya
sumberdaya modal dalam negeri. Sumberdaya modal yang didatangkan dari luar
negeri yang umumnya dari negara-negara maju wujudnya dapat berupa
penanaman modal asing maupun pinjaman luar negeri. *

Pada satu sisi, pinjaman luar negeri memang dapat digunakan untuk
mendukung program pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan dan
pendapatan perkapita masyarakat tercapai. Tetapi disisi lain, pinjaman tersebut
dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi
maupun politik.

Peranan dana luar negeri bagi pembangunan nasional memang sangat

besar, laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7% per tahun tidaklah mungkin

! Adwin Surya Atmaja, “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan
Dampaknya”, dalam http://puslitt.petra.ac.id, diakses 12 Desember 2008.



tercapai tanpa adanya suntikan modal dari luar negeri, khususnya yang
bersangkutan dengan devisa untuk impor dan alih teknologi modern. Namun di
lain sisi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri menyebabkan
meningkatnya beban cicilan dan bunga terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun.?

Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada pertengahan 1997 juga
berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah beban
APBN terhadap hutang publik yang mencapai 110% terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB)?. Hutang ini terdiri dari hutang dalam negeri yang mencapai Rp.650
triliyun, serta hutang luar negeri yang mencapai US$ 75 milyar.”

Kebanyakan negara penerima bantuan atau pinjaman tidak menyadari
bahwa besarnya ketergantungan proses pembangunan ekonomi di suatu negara
terhadap hutang luar negeri dapat juga menjadi salah satu penyebab besarnya
economic vulnerability (beban ekonomis) negara-negara tersebut terhadap gejolak
eksternal (global). Selain itu, semakin tinggi bantuan perkapita, maka akan

semakin rawan ekonomi negara penerima tersebut terhadap gejolak politik dan

2 T.Gilarso, Pengantar Teori Ekonomi Makro, Cet. V (Yogyakarta: Kanisius, 2008),
him. 150.

* Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Produck (GDP) merupakan
salah satu cara penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua barang dan jasa
(final) yang dihasilkan oleh seluruh bangsa di semua sektor produksi (termasuk pemerintah dan
perbankan) selama satu tahun. T.Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro edisi revisi, cet. IV
(Yogyakrta: Kanisius, 2004), him. 163.

* Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri Dan Isu-lsu Ekonomi Politik
Indonesia, Cet. | (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him. 196.



ekonomi dunia yang menandakan bahwa sebenarnaya ekonomi negara penerima
belum mapan walaupun laju pertumbuhan ekonominya tinggi.®

Posisi hutang luar negeri Indonesia tahun 2001 telah mencapai US$ 140,
2 milyar, yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan swasta. Utang pemerintah
mencapai US$ 74,2 milyar, termasuk hutang kepada IMF sebesar US$ 10,9
milyar, dan pinjaman swasta sebesar US$ 66 milyar. Sedangkan kewajiban
membayar bunga dan cicilan hutang sebesar US$ 22 milyar. Kewajiban
pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sudah sangat membebani
anggaran belanja Negara. Sedangkan anggaran pemerintah sumber penerimaannya
sebagian besar berasal dari pajak. Dengan demikian, beban hutang luar negeri
pada akhirnya harus dibebankan pada masyarakat luas dalam bentuk pajak dan
pungutan lainnya. Lebih dari itu, pembayaran bunga dan cicilan hutang berarti
mengurangi dana pembangunan yang tersedia. Akibatnya, aktivitas pembangunan
dikendurkan untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang.®

Pada tahun 2005 Indonesia menganggarkan pembayaran hutang luar
negeri sebesar US$ 7,99 milyar atau sekitar Rp 71,98 triliyun. Pembayaran
tersebut terdiri dari cicilan pokok sebesar Rp 46,84 triliyun dan bunga utang
sebesar Rp 25,14 triliyun. Anggaran tersebut lebih besar 2,8 kali dari anggaran

pendidiaan, 10,6 kali anggaran kesehatan, 32,7 kali anggaran perumahan dan

® Bramantyo Djohanputro, dkk, Perekononmian Indonesia Menyongsong Abad XXI,
(Sinar Harapan, 1998), him. 20.

® Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri..., him. 198-199.



fasilitas umum, 119,8 kali anggaran tanaga kerja, dan 27,7 kali anggaran
lingkungan hidup.’

Pembayaran hutang luar negeri pemerintah telah memakan porsi
anggaran negara terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran cicilan
hutang tersebut sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang
dibayarkan rakyat yaitu sebesar Rp. 219,4 triliyun. ®

Kondisi utang luar negeri tersebut mengindikasikan ketidaksehatan
keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari parameter rasio utang terhadap PDB
(Produk Domestik Bruto), rasio total utang kita terhadap PDB adalah sebesar
65,6% (angka tahun 2003) yang berarti bahwa pinjaman luar negeri Indonesia
telah membebani 65,5% dari pendapatan nasional. Kontribusi utang terhadap
pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif jika rasio utang terhadap PDB telah
melampaui 50%. Artinya kalau merujuk pada pendapat ini maka utang luar negeri
tersebut lebih banyak mudaratnya dari manfaat bagi perekonomian Indonesia saat
ini kalau rasionya tidak diperkecil di bawah 50%. Padahal untuk mencapai rasio
utang terhadap PDB di bawah 50% tersebut itu tidak bisa hanya sekedar dengan
moratorium (penundaan pembayaran) tetapi harus melalui pengurangan utang atau
bahkan penghapusan.®

Sejauh ini pelaksanaan penghapusan hutang pemerintah Indonesia baru

dilakukan dengan pemerintah Jerman. Penghapusan hutang tersebut dilakukan

" Andi lrawan, “Utang Luar Negeri Paska Tsunami (Foreign Dept After Tsunami)”,
http://andiirawan.com, Diakses 12 Desember 2008.

8 “posisi Hutang Luar Negeri Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/posisi, akses 19
Juni 2008.

° Andi Irawan, “Utang Luar Negeri Paska Tsunami (Foreign Dept After Tsunami)”,...
diakses 11 Januari 2005.



melalui mekanisme debt swap.’® Dalam mekanisme debt swap tersebut,
pemerintah disyaratkan menyediakan dana pendamping 50% dari utang yang akan
dihapuskan.  Terhitung sejak 5 Juli 2007 hutang senilai 25,56 juta euro dihapus
melalui mekanisme dept swap. Penyerahan surat pengalihan hutang ini
dilaksanakan di kantor Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Penghapusan hutang tersebut diberikan setelah Indonesia melaksanakan
debt swap tahap I, berupa pembangunan pusat sumber belajar tingkat Sekolah
Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Program ini dijalankan pada 2004 hingga 2006.
Untuk tahap ini, Jerman mensyaratkan dana pendamping sebesar Rp.125 milyar
atau setara dengan setengan (50%) dari jumlah hutang yang akan dihapus.**

Selanjutnya, Indonesia dan Jerman akan melaksanakan tiga program
debt swap lainnya. Dua diantaranya dilaksanakan Depdiknas. Tahap pertama
sudah dilaksanakan, sedangkan tahap kedua berupa pembangunan 100 unit
sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia Timur dengan nilai
utang yang akan dihapus sebesar 23 juta euro.

Sedangkan debt swap tahap IlI, terdiri dari dua program dengan total
nilai 25 juta euro. Program pertama untuk membantu investasi usaha mikro dan

kecil dalam teknologi ramah lingkungan, senilai 12,5 juta euro. Program kedua,

10 Fasilitas penghapusan hutang pemerintah melalui proses penukaran (swap) dana
yang seharusnya digunakan untuk membiayai beban hutang Negara menjadi untuk membiayai
kegiatan yang telah disepakati oleh pemerintah dan lender. “Keterangan Pers Dalam Rangka
Penandatanganan Agreement Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pemerintah Jerman”,
http://www.depkeu.go.id/ind/data/sp181206 _1.htm, Di akses tanggal 12 Desember 2008.

1 www.metrotvnews.com, “Jerman, Resmi Menghapus Sebagian Utang Indonesia,
Melalui Mekanisme Debt Swap”, diakses 12 Desember 2008.



untuk penguatan dan perbaikan ekosistem di sejumlah taman nasional dengan
nilai 12,5 juta euro.*?

Adapun debt swap tahap 1V adalah rekontruksi dan rehabilitasi gedung
SD atau Madrasah dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah di Yogyakarta dan Jawa
Tengah dengan nilai utang yang akan dihapus sebesar 20 juta euro atau senilai RP.
250 milyar. Sama halnya dengan debt swap I, Il dan Ill, program debt swap IV
juga dibiayai rupiah murni oleh Depdiknas dan anggaran pemerintah yaitu sebesar
Rp. 125 milyar atau 50% dari hutang yang akan dihapuskan.

Dengan adanya penandatanganan tersebut, berarti total pengurangan
utang dari perjanjian debt swap antara pemerintah Indonesia dan Jerman adalah
sebesar 93,56 juta Euro. Tetapi, penghapusan hutang tersebut jika dibandingkan
dengan jumlah total utang Indonesia kepada pemerintah Jerman (lebih dari 1
milyar Euro), jumlah pengurangan tersebut memang lebih kecil.*

Dalam pandangan Islam sendiri menghapuskan hutang seseorang yang
dalam kesulitan merupakan salah satu bentuk solidaritas, karena sikap tolong
menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah dianjurkan
oleh syari’at. Sebagaimana prinsip muamalat yang menyatakan bahwa sesuatu
bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta tidak membenarkan

adanya unsur penindasan.*

2 www.infid.or.id, “Jerman Lanjutkan Debt Swap”, diakses 12 Desember 2008.

B www.infid.or.id, “Negara-Negara Maju Harus Mengikuti Inisiatif Pemerintah

Jerman”, dalam Jurnal Infid No. X, 8 Agustus 2006. diakses 26 November 2008.

Y A. Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi,
(‘Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 17.



Namun, pesoalannya kemudian bahwa penghapusan hutang yang
diberikan oleh pemerintah Jerman kepada pemerintah Indonesia disertai dengan
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah
Indonesia.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak melihat
apakah akad penghapusan hutang yang disertai syarat antara pemerintah Indonesia
(debitur) dengan pemerintah Jerman (kreditur) sesuai atau tidak dengan kaidah-
kaidah sistem perekonomian Islam yang pada dasarnya lebih mengutamakan

unsur tolong menolong dan kemaslahatan manusia.

B. Pokok Masalah

Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan secara rinci terhadap
permasalahan yang dikaji dalam studi ini, maka dapat di rumuskan pokok
persolannya sebagai berikut:

“Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad penghapusan

hutang yang diberikan oleh Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendiskripsikan mekanisme penghapusan hutang bersyarat

Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman.



b. Untuk mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap
penghapusan hutang bersyarat pemerintah Indonesia oleh pemerintah
Jerman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui dampak dari penghapusan hutang Pemerintah
Indonesia oleh Pemerintah Jerman.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya
tentang penghapusan hutang Pemerintah Republik Indonesia yang

diberikan oleh negara Jerman.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa hasil penelitian baik berupa
skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku lain yang mendukung terhadap kajian ini
serta beberapa artikel, majalah, kolom, dll. Berikut adalah beberapa pustaka hasil
penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Skripsi Burhanuddin Susanto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam
Terhadap Hutang Luar Negeri Indonesia”. Dalam skripsi tersebut, Burhanuddin
Susanto banyak membahas tentang hutang piutang luar negeri dalam prespektif

hukum Islam dan akibatnya terhadap perekonomian Indonesia.*”

% Burhanuddin Susanto, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Luar Negeri
Indonesia”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005), him. 56.



Selanjutnya skripsi Helmi Haris yang membahas tentang “Kondisi
Debitur Yang Mengalami Kepailitan Jika Ditinjau Dari Hukum Islam (Study
Terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”.*°

Selanjutnya skripsi saudara Wasilul Chair dengan judul “Pelaksanaan
Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat
Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam
Perspektif Hukum Islam”. Bahwasanya dalam pelaksanaan akad hutang piutang
piutang yang dikonversikan ke daging sapi diperbolehkan dalam Islam, karena
dalam akadnya para pihak sama-sama sepakat untuk dikonversikan kedaging
sapi.'’

Setelah pemaparan penyusun di atas tentang penelusuran terhadap karya
ilmiah terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa memang terdapat karya ilmiah
yang telah membahas tentang persoalan hutang-piutang beserta cara
penyelesaiannya namun, sampai saat ini belum terdapat karya ilmiah yang
membahas tentang persoalan penghapusan hutang yang disertai syarat jika dilihat

dari hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah

tidak lain demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

' Helmi Haris, “Kepailitan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam (Study Terhadap
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)”, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2004),
him. 62.

7 Wasilul Chair, “Pelaksanan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging
Sapi Pada Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam
Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri
Yogyakarta, (2005).
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Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip
yang mendasari terlaksananya hukum tersebut yaitu:

1. Memberi kemudahan dan meniadakan kesulitan.

2. Menyedikitkan beban

3. Menempuh jalan pertahapan.*®

Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan
muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan figih oleh sebab itu
hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu maksud diturunkan hukum tahap
demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia.*

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus
memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam, demi menjaga kemaslahatan
bersama, prinsip-prinsipnya yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw.

2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.

3. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

18 |kaha, Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Nasional Indonesia,
(Jakarta: Pp. Ikaha, 1994), him. 157.

% Nurzaman Shiddigi, Figih Indonesia Penggagas dan Gagasannya, cet. I,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), him. 91.
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4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, meghindari
unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan
dalam kesempitan orang lain.?

Begitu halnya dalam urusan hutang-piutang, Islam sangat menganjurkan
untuk melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas dari
tanggungjawab. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi ia tidak
melakukannya maka ia bertindak zalim. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

2 aiilh g Lo e o aa) i) 13 Al al) Jlas

Melalui hadis tersebut Rasulallah Saw mengajarkan kepada umatnya
dalam hal hutang-piutang. Bagi orang yang mampu membayar hutang untuk tidak
menunda pembayarannya.

Namun lain halnya, jika orang yang berhutang tersebut dalam keadaan
kesulitan atau belum mampu melunasi hutangnya. Terhadap masalah tersebut
Islam sangat menganjurkan bagi si berpiutang (kreditur) untuk memberikan
penundaan pembayaran atas tenggang waktu yang telah diberikan atau bahkan
menghapuskan hutang tersebut jika si berhutang (debitur) dalam keadaan
kesulitan (terdesak), atau mungkin kreditur dapat memaafkan debitur dan
menganggap hutang tersebut sebagai sedekah.

Sebagaimana firman Allah Swt:

20y galad oES Ol &S] il faali O 58 e (A 3k 5 jue 53 OIS O 5

20 A. Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi,
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 15.

21 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Nasaburi, al-Jami’
as-Sahih, (Beirat: Dar al-Fikr.,t.t.), V: 34. Hadis Riwayat Muslim dari Abi Hurairah.
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Dalam ayat tersebut Allah Swt menganjurkan jika orang yang berhutang
berada dalam kesulitan maka hendaklah orang yang berpiutang menunggu atau
memberi jangka waktu sampai ada kelapangan sehingga memungkinkan yang
bersangkutan untuk melunasi hutangnya,” dan akan lebih baik lagi jika orang
yang berpiutang bersedia untuk melepaskan hutang tersebut baik dengan
menjadikan harta itu sebagai sedekah maupun zakat wajib karena orang yang
berhutangpun berhak menerima zakat.*

Sebagaimana firman Allah SWT:

QN sl dlgdly Lede oplalally Sally ol aall cdaall Lail
Basa ale Al g dll (o diiay 58 Jaand) (pl g Al Jaos By e ladl

Begitu juga dalam penyelesaian tanggungjawab hutang luar negeri
Indonesia hendaknya tidak hanya di bebankan terhadap rakyat dan pemerintah
Indonesia. Namun dalam kasus tertentu atau kondisi yang sangat susah haruslah
melibatkan pula negara kreditur untuk berbuat baik terhadap debitur yang dalam
kondisi kesulitan atau pailit sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Baik
dengan menangguhkan pembayarannya ataupun dengan membebaskan hutang
tersebut.

Sebagaimana sabda Rasulallah Saw:

LY a5 4k je J cond el o g ) allal ) oz g 5l ) sl (4

26& \J\

22 Al-Bagarah (2): 280.

2 Ahmad Mushthafa al-Maragi, Tarjamah Tafsir al-Maragi, alih bahasa M. Thalib.
(Bandung: CV. Rosda Karya, 1987), I11: 85.

% Hamka. Tafsir al-Azhar (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), I11: 74.
> At-Taubah (9): 60.
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Istilah penghapusan hutang dalam Islam disebut dengan al- ibra’
(¢ »Y)) yang artinya melepaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu yakni,

penghapusan hutang seseorang oleh pemberi utang. Dalam figih, ibra’ berarti
pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang.?’
Adapun rukun daripada al-ibra’, jumhur ulama membaginya menjadi

empat yaitu:

1. Orang yang memberi piutang (kreditur).

2. Orang yang berutang (debitur).

3. Sigah (lafal al-ibra’).

4. Utang itu sendiri.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat al-ibra’ yaitu:
1. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak, disyaratkan:

a. Baligh, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan.

b. Memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan (pemilik dari

harta tersebut).

c. Orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar.
2. Berkaitan dengan orang yang berutang, disyaratkan harus jelas identitasnya.
3. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan:

a. Jenis dan jumlahnya jelas.

b. Yang digugurkan berbentuk uang.

%6 |mam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Buya’, bab Ma Jaa fi Inzari al-Mu’siri
Warrifgi bih, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyah, t.t.) Il: 661, Hadis homor 1306, Hadis Riwayat
Hasan Sahih, Hadis dari Dawud bin Qais dari Zaid bin Aslam dari abu Shaleh dari Abi Hurairah.

" Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds), Ensiklopedia Hukum Islam, artikel Ibra’, (Jakarta:
Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2001), cet V, him. 629.
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c. Uang tersebut ada ketika dilakukan al-ibra’.
4. Berkaitan dengan al-ibra’ disyaratkan:
a. Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan
tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
b. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara’.
c. Lafal al-ibr@’ dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang
mengucapkannya.®

Namun, ada kalanya para pihak yang melaksanakan perjanjian sering
memasukkan klausul-klausul dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul yang
dimasukkan ke dalam akad, yang dalam hukum perjanjian syari’ah disebut dengan
syarat-syarat penyerta akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad
(asy-syuruf al-mugtarinah bi al-‘qd).?*

Syarat-syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada
yang tidak sah untuk diperjanjikan. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-
syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya garar atau
syarat-syarat tersebut bertentangan dengan syari’ah.

Menurut jumhur ulama lafal al-ibra’ yang digunakan haruslah bersifat
lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan
datang. Akan tetapi jika syaratnya bersifat aktual ataupun sejalan dengan maksud

al-ibra’, maka hukumnya adalah boleh.

28 1bid., him. 630.

2% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Islam (Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih
Muamalat), cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), him. 212.
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Penghapusan hutang yang terjadi antara pemerintah Indonesia (debitur)
dengan Pemerintah Jerman (kreditur) merupakan persoalan yang menarik untuk
dibahas terkait tentang boleh atau tidaknya dalam hukum Islam penghapusan
hutang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dikarenakan, dalam akad
penghapusannya Pemerintah Jerman memberikan syarat yang harus dipenuhi
terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia.

Al-ibra’ merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam. Sikap
tolong-menolong dalam kebajikan yang terkandung didalamnya sangatlah
dianjurkan oleh syari’at Islam, sebagaimana firman Allah SWT:
a5 A ) ol s o) gandl g S e 1giglat Mg (gl g all e 1giglati

0 laxl)

Selain itu dalam kaedah figh yang berbunyi:

W) ¥ 5 Y

Dalam kaidah di atas diterangkan bahwa tidak diperbolehkannya

membuat kemadaratan (kerugian) baik kepada diri sendiri maupun kepada orang

lain.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyususun gunakan

metode penelitian sebagai berikut:

0 Al-Maidah (5); 2.

3 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figih (Qawaidul Figiyyah), Cet. I, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 85.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (library research),*
sehingga penggalian data kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal,
majalah, surat kabar, dsb merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan
yang hendak dibahas.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan sumber-
sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya
menurut hukum Islam.*

2. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data, penyusun menggunakan metode
penggalian data pustaka yang berupa literatur-literatur yang membahas tentang
persoalan penghapusan hutang. Untuk memperoleh bahan yang signifikan,
diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Sumber data tersebut
berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.®*

a. Sumber data primer yaitu, data diambil melalui penelitian terhadap literatur-
literatur tentang pelaksanaan penghapusan hutang Pemerintah Indonesia oleh
Pemerintah Jerman yang kebanyakan dari sumber online seperti dalam:
http://www.depkeu.go.id/ind/data/sp181206_1.htm, di akses tanggal 12
Desember 2008 dan http://www.ditjenphka.go.id, di akses tanggal 12

Desember 2008. Selain itu, dengan menelaah literatur-literatur Islam yang

% Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet.ll (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him.

* Ibid.
% Ibid., him. 36
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berkaitan dengan penghapusan hutang, dalam hal ini adalah pendapat ulama
dalam kitab-kitab figih.

b. Sumber data sekunder yaitu, sumber yang tidak secara langsung berkaitan
dengan pokok bahasan tetapi masih ada kaitannya. Karena itu data sekunder
yang diambil dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari buku-buku, jurnal,
surat kabar serta sumber data lain termasuk data yang berasal dari sumber
elektronik computer seperti internet yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Yang
dimaksud pendekatan normatif adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan
masalah yang dikaji dengan norma atau hukum (al-Qur’an dan al-Hadis) yang
berlaku sebagai penegasan atau maupun dengan pemikiran manusia sendiri yang
terformulasi dalam figih. Hal ini penting untuk dilakukan karena diskursus Islam
dan masalah hutang-piutang merupakan bagian dari kajian hukum Islam,
khususnya Figih Mu’amalah.

4. Tehnik Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
interpretasi logis melalui klasifikasi hukum Islam, yaitu sah atau tidak. Adapun
metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah dengan logika berfikir
induktif dan deduktif. Metode Induktif digunakan ketika didapati data-data yang
mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

Sedangkan, metode deduktif bertolak pada pengamatan yang bersifat umum yang

telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Dengan menggunakan
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metode tersebut akan dijelaskan hubungan antara dua variable, yaitu mekanisme
penghapusan hutang Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman di satu pihak

dan sah atau tidak dengan prinsip dasar syari’at Islam si pihak lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyelaraskan alur pembahasan secara sistematis dan
mempermudah pembahasan, maka Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi
menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing dari bab tersebut terkandung beberapa
sub-bab dan untuk mempermudah pembahasan ini maka dibagi dalam beberapa
hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab dua, membahas tentang gambaran umum tentang penghapusan hutang
menurut hukum Islam. Dalam bab ini membahas tentang pengertian dan
landasan hukum Islam tentang penghapusan hutang, syarat, rukun dan akad
penghapusan hutang serta syarat yang menyertai akad.

3. Bab tiga, membahas tentang gambaran penghapusan hutang luar negeri
pemerintah Indonesia oleh Negara Jerman. Dalam bab ini membahas
gambaran umum tentang kebijakan dan pelaksanaan fiskal Indonesia,
permasalahan hutang luar negeri Indonesia dan mekanisme penghapusan
hutang luar negeri Indonesia.

4. Bab empat, merupakan analisa dari permasalahan. Pada bab ini mencoba
menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan hutang bersyarat

yang disepakati olen pemerintah Indonesia dengan negara Jerman, yang
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ditinjau dari segi akad penghapusannya dan dampaknya terhadap Negara
Indonesia.

5. Bab lima, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diungkapkan
dengan tegas dan lugas dan dikembalikan pada permasalahan yang dilakukan
pada awal penelitian, selain itu juga berisi tentang saran-saran kongrit dari
penelitian yang merupakan tindak lanjut sumbangan penelitian terhadap

perkembangan teori yang diteliti.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya
untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan
sebagai berikut:

1. Sejauh ini pelaksanaan penghapusan hutang melalui mekanisme Dept Swap
baru dilakukan secara bilateral yaitu dengan pemerintah Jerman. Namun
nilai nominalnya masih relatif rendah sekitar Rp. 1,09 triliyun jika
dibandingkan dengan hutang yang mencapai Rp. 34,9 triliyun. Meskipun
masih rendah penghapusan hutang tersebut tetap memiliki dampak
tersendiri bagi pemerintah Indonesia baik ekonomi, sosial maupun politik.

2. Pelaksanaan akad penghapusan hutang sebagaimana yang diberikan
pemerintah Jerman (kreditur) kepada pemerintah Indonesia (debitur)
adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, karena telah terpenuhinya baik
secara rukun maupun syarat penghapusan hutang, sedangkan adanya
persyaratan dalam akad seperti yang diajukan oleh pemerintah Jerman
adalah diperbolehkan dalam Islam, karena syarat tersebut diperjanjikan
oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat
(menjamin) pelaksanaan akad sehingga tidak menjadikan fasidnya akad.

3. Penghapusan hutang bagi seseorang ataupun negara yang dalam kesusahan

sebagaimana yang diberikan pemerintah Jerman kepada pemerintah
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Indonesia merupakan tindakan yang bernilai sosial tanpa adanya nilai

komersialisasi.

B. Saran-saran

1. Dalam praktek hutang-piutang hendaklah pihak debitur memperhatikan
kondisi atau kemampuannya dalam melakukan pembayaran sehingga
nantinya tidak terjadi ketergantungan dan terjebak dalam lingkaran hutang.

2. Dalam upaya mengurangi beban hutang hendaknya pemerintah harus
berani meninggalkan strategi pembiayaan APBN dengan bergantung pada
pinjaman luar negeri dan lebih mengandalkan pada kemampuan dalam
negeri.

3. Penghapusan hutang seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman
hendaklah dijadikan inisiatif bagi negara-negara debitur lainnya terhadap
negara yang mengalami kesulitan (kesusahan).

4. Pemerintah Indonesia juga harus mempunyai strategi pengelolaan utang
domestik yang baik, baik penerbitan, pelunasan, pengaturan jatuh tempo,
maupun peminiman biaya dan resiko utang sehingga utang tidak menjadi

bom waktu bagi pemerintah.
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LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN, HADIS

DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No

Him

FN

TERJEMAHAN
BAB |

11

21

Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar
adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu
(piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah
ia terima ihalah tersebut

11

22

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka
berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai
kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua
hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

12

25

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana

13

26

Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu pada
hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya
maka Allah memberi kepadanya naungan di hari kiamat
dibawah naungan arasnya, dimana tidak ada naungan,
kecuali naungannya.

15

30

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam
dosa dan pelanggaran, dan bertagwalah kamu kepada Allah
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

15

31

Tidak boleh membuat kemadloratan pada diri sendiri dan
membuat kemadloratan pada orang lain

TERJEMAHAN
BAB Il

21

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam
dosa dan pelanggaan, dan bertagwalah kamu kepada Allah
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

22

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka
berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai
kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua
hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

22

Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan
kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan
keluangan kepada orang yang dalam Kkesulitan atau




membebaskannya

10

22

Barang siapa suka untuk dinaungi Allah dalam naungan-
Nya, maka hendaklah dia memberi tangguh terhadap orang
miskin, atau membebaskan hutangnya

11

22

Barang siapa yang memberi kelonggaran waktu pada
hutangnya orang fakir dan miskin atau membebaskannya
maka allah memberi kepadanya naungan di hari kiamat
dibawah naungan arasnya, dimana tidak ada naungan,
kecuali naungannya

12

34

36

Tulisan bagi orang yang berhalangan hadir sepadan dengan
tulisan bagi yang hadir

13

35

41

Isyarat yang jelas (dapat dipegang) seorang yang bisu
sepadan dengan keterangan lisan

14

36

44

Di angkatnya pena (tidak di tetapkannya hukum) itu ada 3
perkara yaitu orang yang tidur sampai bangun, dari anak
kecil sampai besar, dari orang gila sampai ia sadar

15

38

48

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu.

16

38

49

Di cari artinya....

17

43

59

Orang-orang muslim terikat kepada syarat-syarat yang
mereka perjanjikan, kecuali syarat yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram

TERJEMAHAN
BAB IV

17

87

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam
dosa dan pelanggaan, dan bertagwalah kamu kepada Allah
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

18

87

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),
maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan

19

87

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu

20

87

Tidak boleh membuat kemadloratan pad diri sendiri dan
membuat kemadloratan pada orang lain

21

88

Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu menbayar
adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu




(piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah
ia terima ihalah tersebut

22

88

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka
berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai
kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua
hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

23

89

10

Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin,
para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak
orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah
mereka yang terdampar dalam perjalanan. Inilah ketetapan
Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

24

91

16

Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari
muta’agidain yang mencerminkan kesungguhan kehendak
untuk mengadakan perikatan

25

91

17

Pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan
persetujuan dan kesepakatan terhadap akad

26

95

22

Hukum asal dari akad yang menetapkan syarat boleh dan sah
tidak haram dan tidak batal selama tidak ada dalil yang
mengharamkan dan membatalkannya

27

95

23

Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang
mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa
yang dihalalkan Allah dan syarat yang menghalalkan apa
yang diharamkan Allah

28

96

24

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu

29

96

25

Dan penuhilah janji, sesunguhnya janji itu diminta
pertanggung jawabnya
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Adalah seorang ahli hadis dan perawi hadis terkenal. Nama lengkapnya
Abi Isa Muhammad bin Isa bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Bugi (Termez,
Tdzikistan, Zulhijah 209/824 M-Termez, 13 rajab 279/829 M), pada usianya yang
ke-20, ia mulai melakukan pengembangan keberbagai kota pusat pengajaran
hadits, seperti Khurasan (Iran). Tidak lama kemudian, ia melanjutkan
pengembangannya ke Irak, Hijaz dan daerah-daerah lainnya, untuk belajar pada
guru-guru hadits.

Karyanya yang paling terkenal dan disepakati oleh ahli hadis dan ulama
dari berbagai bidang sebagai salah satu dari enam buku hadis buku (al-Kutub as-
Sittah) ialah Sunan Titmidzi. Sunan at-Tirmidzi sangat penting bagi pengkajian
ilmu hadis karena dalam kitab tersebut dijelaskan nilai setiap hadis dengan
menyebut secara langsung hadis yang sahih, hasan, dan daif.

Selain Sunan at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi sempat mengarang beberapa
buku antara lain al-jami’ al-mukhtasar min as-sunan ‘an rasul Allah Saw,



tawarikh, a-‘llal, a’llal al-kabir, syama’il, asma’ as-sahabah, al-asma’ wa al-
kuna, dan al-asar al-mukufah.

T.M Hasbi ash Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad ash Shiddieqy, dilahirkan di
Louksumaweih Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra
seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja’far
Ash-Shiddieqy. Pertama-tama ia bel;ajar dari ayahnya kemudian kepondok-
pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad
Surabaya. Semenjak tahun 1950 hinnga 1960 beliau menjadi Dosen di PTAIN
Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Sejarah pada
tahun 1927, kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugrahi gelar Doctor
Honoris Causa dalam bidang llmu Syari’ah.

Karya-karya beliau antara lain: Tafsir an-Nur dalam 30 jilid, 2002 Mutiara
Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam,
llImu Figh Islam, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar
mahasiswa, terutama Fakultas Syari’ah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. la dilahirkan dikota
Dar’atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar difakultas asy-
Syari’ah di Universitas Al-Azhar, Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada
peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc Dari Universitas Ain
Syam dengan predikat Jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di diploma
Mazhab asy-Syari’ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-
Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari’ah al-Islamiyyah)
dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen
(mudarris) di Universiatas Damaskus.

Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang figh dan ushul figh. Adapun
karyanya antara lain: al-Wasit fi Usul al-Figh al- Islami, al-Figh al-Islami fi
Ushulubihi al-Jadid, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-
Agidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj.
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